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  PEMERINTAH KOTA BONTANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Laporan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), Laporan 

Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan finansial terdiri dari Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Sedangkan Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos 

laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan 

dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap SKPD sebagai entitas akuntansi 

kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yaitu basis akrual untuk pangakuan pendapatan 

LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan 

basis kas.  

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Tujuan umum laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya.  

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah (SKPD) adalah untuk menyajikan informasi 

yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;  

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 
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e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan khasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam 

mendanai aktivitasnya. 

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas 

pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, belanja, saldo anggaran lebih, dan beban. 

 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan kebijakan akuntansi yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kota Bontang yang meliputi :  

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten / Kota. 

k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  
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1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, sistematika penulisan Catatan atas Laporan 

Keuangan SKPD Pemerintah Kota Bontang disusun sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 
SKPD 

 2.1. Ekonomi makro/ekonomi regional 

 2.2. Kebijakan keuangan 

 2.3. Indikator pencapaian target kinerja keuangan SKPD 

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan 

Bab IV. Kebijakan Akuntansi 

 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 

 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam SAP pada SKPD 

Bab V. Penjelasan pos-pos Laporan keuangan SKPD 

 5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos palaporan keuangan 

SKPD 

  5.1.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

  5.1.2. Penjelasan pos-pos Penjelasan pos-pos Neraca 

  5.1.3 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO) 

  5.1.4 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD 

Bab VII. Penutup 

Lampiran  
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  

TARGET KINERJA APBD SKPD 

 

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi industri migas. Hal 

ini berimplikasi pada relatif tidak signifikannya stimulasi kebijakan pembangunan ekonomi melalui 

program-program pembangunan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bontang.  

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator mikro 

salah salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan 

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan produk domestik regional 

bruto PDRB besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi 

dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

Pertumbuhan ekonomi kota Bontang selalu negatif dan nilai PDRB nya cenderung fluktuatif 

pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terutama karena menurunnya produksi gas alam cair oleh 

PT.Badak.  

2.2. Kebijakan Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (khususnya lampiran I) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah  serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggunaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011, maka Pemerintah Kota Bontang sejak tahun anggaran 2015 dalam perencanaan, 

pelaksanaan, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada.  

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Walikota Bontang menerbitkan Peraturan 

Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Walikota 

Bontang Nomor 75 Tahun 2012. 

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bontang mencakup keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan 

Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses Keuangan Daerah secara keseluruhan. 

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
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pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang. 

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Indikator pencapaian target kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh 

Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah ditetapkan 

untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 

yang disampaikan pada saat PILKADA Kepala Daerah. 

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai bahasan untuk menetapkan indikator pencapaian target 

kinerja yang akan ditetapkan dalam APBD bersangkutan sesuai dengan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Pemerintah Kota Bontang. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

 

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

Total Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar Rp 240.000.000,-. 

Sedangkan Total Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar Rp. 

44.900.735.840,- 

 

3.1.1. Realisasi Anggaran Pendapatan 

Anggaran pendapatan di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 bersumber dari retribusi 

sampah.  Tabel 3.1. menyajikan target dan realisasi pendapatan tahun 2022.  

Tabel 3.1. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan Tahun 2022 

(Rp) (%)

a b c d e=d/c*100 f=d-c

1. Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan

240.000.000 305.420.000 127,26 65.420.000

2. Pendapatan Denda Retribusi 

Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan

1.038.270 3.621.290 348,78 2.583.020

241.038.270 309.041.290 128,21 68.003.020

Lebih/Kurang 

(Rp)

Jumlah

Uraian
Realisasi

No. Target (Rp)

 

3.1.2. Realisasi Anggaran Belanja 

Realisasi anggaran DLH tahun anggaran 2022 disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini :  

Tabel 3.2. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Belanja Tahun 2022 

(Rp) (%)

a b c d e=d/c*100 f=d-c

1. Belanja Operasi 41.141.131.013     38.670.125.263     93,99 (2.471.005.750)     

2. Belanja Modal 3.759.604.827       3.123.877.965       83,09 (635.726.862)        

3. Belanja Tak Terduga -                            -                            0,00 -                           

44.900.735.840     41.794.003.228     93,08 (3.106.732.612)     

Lebih/Kurang 

(Rp)

Jumlah

Realisasi
No. Uraian Anggaran (Rp)

 

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 

3.2.1. Pendapatan 

Capaian target pendapatan pada tahun 2022 secara menyeluruh sebesar 128,21% yang 

berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Capaian ini melampaui target yang 

ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.1, jumlah setoran retribusi tahun 2022 melebihi target sebesar 

Rp. 65.420.000 dari retribusi layanan persampahan/kebersihan dan Rp.2.583.020 dari 

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Sehingga persentase 

pendapatan DLH tahun 2022 sebesar 128,21%.  
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Tabel 3.3. Piutang Retribusi Tahun 2022 

1. Retribusi Persampahan 69.707.900                   Kelompok Usaha

No. Jenis Retribusi Nilai Piutang (Rp) Keterangan

 

 

3.2.2. Belanja 

Capaian belanja pada tahun 2022 secara keselurahan sebesar 93,08% yang terdiri dari 

realisasi belanja operasi sebesar 93,99% dan realisasi belanja modal sebesar 83,09% 

sehingga terdapat SILPA sebesar 6,01% atau sebesar Rp. 3.106.732.612,-. SILPA 

disebabkan oleh sisa belanja barang, jasa, dan modal dan beberapa belanja yang tidak 

terealisasi. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Bontang. 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah terdiri dari prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, 

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang terdiri atas : 

A. Kerangka Konseptual  

B. Penyajian Laporan Keuangan 

C. Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan 

D. Pendapatan LO dan Beban 

E. Akuntansi Kas dan Setara Kas 

F. Akuntansi Piutang 

G. Akuntansi Persediaan 

H. Akuntansi Investasi Jangka Panjang 

I. Akuntansi Aset Tetap 

J. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 

K. Akuntansi Dana Cadangan 

L. Akuntansi Aset Lainnya 

M. Akuntansi Kewajiban 

N. Akuntansi Ekuitas 

O. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa setelah tanggal Neraca, Perubahan Estimasi Akuntansi dan 

Operasi 

P. Laporan Keuangan Konsolidasian 

 

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 

Entitas di Pemerintah Kota Bontang terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.  

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Bontang (dalam hal ini SKPKD) yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang.  

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/pengguna barang dan SKPKD di 

lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
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4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis Akrual 

untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.Dalam hal peraturan 

perundangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib 

menyajikan laporan demikian.  

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh 

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh 

entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai 

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah 

atau entitas laporan.  

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun 

berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas 

diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan 

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. 

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada 

saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 

keuangan Pemerintah Kota Bontang, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. 

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada 

SKPD 

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari Laporan 

Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Report) dan Laporan Finansial, sehingga seluruh komponen 

menjadi sebagai berikut : 

a) Laporan Realisasi Anggaran;  

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c) Neraca;  

d) Laporan Operasional; 

e) Laporan Arus Kas; 

f) Laporan Perubahan Ekuitas; 

g) Catatan atas Laporan Keuangan. 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap SKPD sebagai entitas 

akuntansi, kecuali : 

a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.  
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Sedangkan unsur laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari Laporan Pelaksanaan 

Anggaran (Budgetary Report), Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari : 

- Laporan Realisasi Anggaran 

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

Laporan finansial terdiri dari : 

- Neraca  

- Laporan Personal Operasional  

- Laporan Perubahan Ekuitas  

- dan Laporan Arus Kas. 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas 

pos-pos laporan pelaksanan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak 

terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. 

4.4.1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Pendapatan LRA 

b) Belanja; 

c) Transfer; 

d) Surplus/Defisit LRA; 

e) Pembiayaan; 

f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang manambah 

saldo lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 

dan tidak perlu dibayar kembali dengan pemerintah. 

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran 

lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. 

Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 

kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang 

dianggap perlu untuk dijelaskan.  
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4.4.2. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan 

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-

masing unsur didefinisikan sebagai berikut : 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah 

Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber 

daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri 

dari 3 macam: 

- Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan 

persediaan. Aset non lancar menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya. 

- Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bontang atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan 

sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar (material).Aset tetap yang nilai per 

unitnya kecil (tidak material) dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat 

perolehan. 

- Aset Lainnya yaitu aset Pemerintah Kota Bontang yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset 

lainnya terdiri dari tagihan piutang penjualan ansuran, tagihan tuntutan ganti 

kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-

lain. Aset Lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi Aset Tak Berwujud dan 

Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat 

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak 

atas kekayaan intelektual. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban 

dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 

paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain 

utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka 



Laporan  Keuangan  Akhir  Tahun  2022 
 

12 | D i n a s  L i n g k u n g a n  H i d u p  K o t a  B o n t a n g   
 

pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar 

utang jangka panjang. 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 

lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. 

4.4.3. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas 

dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bontang untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional 

menyajikan pos-pos sebagai berikut : a) pendapatan LO dari kegiatan operasional; b) Beban 

dari kegiatan operasional; c) Transfer; d) Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila 

ada e) Pos Luar Biasa, bila ada; f) Surplus/defisit LO. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelepasan yang 

menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban.   

4.4.4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : 

a. Ekuitas awal  

b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan 

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dana yang antara lain 

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : 

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode 

sebelumnya  

- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap  

d.   Ekuitas akhir 

4.4.5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Neraca.  

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan 

yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 

Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan. 

b. Menyajikan informasi tentang  kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro. 

c.      Menyajikan ikhtisar pencapaian target peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya; 

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 

muka laporan keuangan. 

f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan; 

g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 

tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD 

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.1.1.1. Pendapatan 

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2022 menghasilkan pendapatan 

sebesar Rp 309.041.290,- yang terdiri dari pendapatan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan. 

5.1.1.2. Belanja 

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.41.794.003.228,- dengan 

perincian sebagai berikut : 

1) Belanja Operasi Rp. 38.670.125.263 

 Belanja Pegawai Rp. 8.340.509.467 

 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.329.615.796 

 Belanja Hibah Rp. 0 

 Belanja Bantuan Sosial Rp. 0 

2) Belanja Modal Rp. 3.123.877.965 

 Belanja modal tanah Rp  

 Belanja modal peralatan dan mesin Rp. 2.456.712.007 

 Belanja gedung dan bangunan Rp. 458.950.246 

 Belanja jalan, irigasi, dan jaringan Rp. 208.215.712 

 Belanja Aset Tetap lainnya Rp. 0 

 Belanja Aset lainnya Rp. 0 

3) Belanja Tak Terduga Rp. 0 

 

5.1.1.3. Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

dan atau memanfaatkan surplus anggaran.  

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2022 tidak memiliki pembiayaan. 
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Penjelasan Pos-Pos Neraca

Aset

1. Aset Lancar 1.448.309.983Rp      

1.1 Piutang Retribusi 19.422.400Rp           

1.2 Penyisihan Piutang (8.348.978)Rp            

1.3 Persediaan 1.005.472.495            1.437.236.560Rp      

1.3.1 Belanja Barang Pakai Habis 1.253.941.935Rp      

- Bahan 516.398.562Rp          

- Suku cadang 211.509.170Rp          

- Alat/bahan untuk kegiatan kantor 521.504.515Rp          

- Obat-obatan -Rp                             

- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga -Rp                             

- Natura dan pakan 4.529.688Rp              

- Persediaan penelitian -Rp                             

- Persediaan dalam proses -Rp                             

1.3.2 Belanja Barang Tak Pakai Habis 183.294.625Rp         

- Komponen -Rp                             

- Pipa 183.294.625Rp          

1.3.3 Barang bekas dipakai -Rp                            

2 Aset Tetap

2.1 Tanah

Sampai tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki aset berupa tanah.

2.2 Peralatan dan Mesin 33.628.436.285          36.578.112.622Rp    

Penambahan 36.678.725.122Rp    

1. Saldo Awal Tahun 2021 (Saldo Akhir 2020) 33.628.436.285Rp    

2. Belanja Modal per 31 Desember 2021 2.456.712.007Rp      

3. Reklas dari Belanja jasa 4.988.830Rp             

4. Kapitalisasi Honorarium 9.140.000Rp             

5. Reklas dari persediaan 6.998.000Rp             

6. Mutasi Hibah 572.450.000Rp         

Pengurangan 100.612.500Rp         

1. Mutasi keluar 99.880.000Rp           

2. Ekstrakomptabel 732.500Rp                

Penjelasan Peralatan dan Mesin 36.578.112.522Rp     

Nilai perolehan peralatan dan mesin terdiri dari :

1. Alat Besar 19.064.433.036Rp     

2. Alat Angkutan 7.812.676.021Rp       

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur 566.401.878Rp          

4. Alat Pertanian 632.127.910Rp          

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.069.765.932Rp       

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 502.823.701Rp          

7. Alat Laboratorium 3.229.097.104Rp       

8. Alat Persenjataan Keamanan 2.653.227Rp              

9. Komputer 1.698.133.713Rp       

Nilai aset peralatan dan mesin TA 2021 diperoleh dari nilai penambahan dan pengurangan sebagai 

berikut :
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2.3) Gedung dan Bangunan 8.709.332.105Rp      

Penambahan 8.741.425.062Rp      

1. Saldo Awal Tahun 2021 (Saldo Akhir 2020) 8.193.126.316Rp      

2. Belanja Modal per 31 Desember 2021 458.950.246Rp         

3. Reklas dari belanja jasa 71.706.000Rp           

4. Kapitalisasi honorarium 4.880.000Rp             

5. Hibah 12.762.500Rp           

Pengurangan 32.092.957Rp           

1. Ekstrakomtabel 32.092.957Rp           

Penjelasan Gedung dan Bangunan 8.709.332.105Rp       

Nilai perolehan gedung dan bangunan terdiri dari :

1. Bangunan gedung 8.068.356.059Rp       

2. Tugu titik kontrol//pasti 640.976.046Rp          

2.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.295.770.021Rp      

Saldo Awal 2021 4.801.242.804Rp      

Penambahan 494.527.217Rp         

1. Belanja Modal per 31 Desember 2021 208.215.712Rp          

2. Reklas dari belanja jasa 26.311.505Rp            

2. Hibah 260.000.000Rp          

Total Penambahan

Penjelasan Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.295.770.021Rp       

Nilai perolehan jaringan irigasi dan jembatan terdiri dari :

1. Jalan dan Jembatan 2.000.227.932Rp       

2. Bangunan Air 2.164.687.832Rp       

3. Instalasi 856.427.955Rp          

4. Jaringan 274.426.302Rp          

2.5) Aset Tetap Lainnya 317.742.481Rp         

Penjelasan Aset Tetap Lainnya 317.742.481Rp          

Nilai perolehan jaringan irigasi dan jembatan terdiri dari :

1. Bahan perpustakaan 242.745.331Rp          

2. Tanaman 74.997.150Rp            

2.6) Kontruksi dalam Pengerjaan 340.000.000Rp         

2.7) Akumulasi Penyusutan (4.243.149.205)Rp     

3) Aset Lainnya 4.643.645.324Rp      

3.1) Software/Aset Lainnya 1.431.115.603Rp      

Penjelasan Software/Aset Lainnya 1.431.115.603Rp       

1. Hasil kajian 1.431.115.603Rp       

3.2) Aset Lainnya 3.212.529.721Rp      

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 diperoleh dari nilai penambahan pengurangan sebagai 

berikut :

Nilai aset gedung dan bangunan TA2021 diperoleh dari nilai penambahan dan 

pengurangan sebagai berikut:
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5.1.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 

5.1.3.1. Pendapatan 

1)  Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2022 sebesar Rp      250.541.790,- 

5.1.3.2. Beban 

Beban Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2022 sebesar Rp     40.904.344.035,- yang 

terdiri dari: 

1) Beban Pegawai ` Rp. 8.325.001.343     

Beban Gaji Pokok PNS Rp. 2.229.939.878     

Beban Tunjangan Keluarga PNS Rp. 227.450.206       

Beban Tunjangan Jabatan PNS Rp. 203.285.000       

Beban Tunjangan Fungsional PNS Rp. 81.631.820         

Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 58.200.000         

Beban Tunjangan Beras- PNS Rp. 147.954.060       

Beban Pembulatan Gaji PNS Rp. 31.725               

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 248.585.990       

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 4.582.514           

Beban Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 13.747.641         

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 2.017.898.634     

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS Rp. 290.212.038       

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 2.730.181.837     

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 58.640.000         

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 12.660.000          

2) Beban Persediaan Rp. 5.513.427.371     

Beban bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 82.243.082         

Beban Bahan-Bahan Kimia Rp. 27.594.600         

Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.513.949.893     

Beban Bahan-bahan/Bibit Tanaman Rp. 129.480.168       

Beban Bahan-bahan Lainnya Rp. -                        

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 235.131.716       

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp. -                        

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp. -                        

Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp. 1.843.710           

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 35.543.602         

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp. 80.682.390         

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. -                        

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 7.460.000           

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 38.077.226         

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 333.265.119       

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. -                        

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 118.667.409       

Rp. -                        Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 

Kegiatan Kantor Lainnya  
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Beban Obat-Obatan-Obat Rp. 6.648.501           

Beban Natura dan Pakan Natura Rp. 4.680.480           

Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 469.260.381       

Beban Pakaian KORPRI Rp. 39.440.520         

Beban Pakaian Olahraga Rp. 186.574.794       

Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp. 202.883.780       

3) Beban Jasa Kantor Rp. 546.184.594       

Beban Tagihan Air Rp. 20.251.800         

Beban Tagihan Listrik Rp. 99.691.868         

Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 16.900.526         

Beban JasaTenaga Laboratorium Rp. 109.640.400       

Rp. 299.700.000       

4) Beban Premi Asuransi Rp. 1.421.202.466     

Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 929.073.730       

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 438.012.689       

Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 54.116.047         

5) Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 28.183.688         

Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 28.183.688         

6) Beban Sewa Sarana Mobilitas Rp. 143.460.000       

Beban Sewa Hauler Rp. 139.860.000       

Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 3.600.000           

7) Beban Sewa Bangunan Rp. 3.012.000           

Beban Sewa Hotel Rp. 3.012.000           

8) Beban Makanan dan Minuman Rp. 248.492.275       

Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp. 137.352.475       

Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 17.718.250         

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 93.421.550         

9) Rp. 242.000.000       

Beban Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 242.000.000       

10) Honorarium PNS Rp. 14.100.000

Rp. 8.100.000

Rp. 6.000.000

11) Beban Honorarium Non PNS Rp. 959.900.000

Beban Jasa Tenaga Administrasi Rp. 959.900.000

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 

Perencana Wilayah
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12) Beban Jasa Pekerja Harian Rp. 18.107.848.000

Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 5.362.752.500     

Beban Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 10.391.752.000   

Beban Jasa Tenaga Keamanan Rp. 1.098.054.500     

Beban Jasa Tenaga Supir Rp. 913.777.000       

Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp. 341.512.000       

13) Beban Perjalanan Dinas Rp. 798.329.588       

Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 797.329.588       

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 1.000.000           

14) Beban Pemeliharaan Rp. 1.651.710.264     

Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor Rp. 239.715.822       

Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator Rp. 138.164.475       

Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader Rp. 61.345.260         

Rp. 129.805.980       

Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Rp. 67.833.710         

Rp. 375.340.062       

Rp. 12.273.950         

Rp. 24.372.270         

Rp. 470.457.213       

Rp. 5.916.300           

Rp. 4.983.900           

Rp. 10.106.842         

Rp. 220.000              

Rp. 840.000              

Rp. 4.149.180           

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Rp. 3.890.000           

Rp. 4.360.000           

Rp. 97.935.300         

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 

Darat Lainnya

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung 

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-

Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel 

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium 

Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung 

Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
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15) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 2.305.238.462     

Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya Rp. 2.305.238.462     

16) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 169.024.585       

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Rp. 169.024.585       

17) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 278.702.444       

Beban Penyusutan Jalan Kota Rp. 278.702.444       

18) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 112.605.020       

19) Beban Penyisihan Piutang Rp. 921.935              

20) Beban Lain-Lain Rp. 35.000.000         

Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 35.000.000          

 

5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

a. Ekuitas Awal Tahun 2022 (Saldo Akhir 2021) Rp. 21.652.018.755,10    

b. Surplus/defisit - LO Rp. (39.596.316.366,00)  

c. Koreksi Nilai Persediaan Rp. -                                 

d. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. -                                 

e. Lain-lain Rp. 41.484.961.938,00    

f. Ekuitas Akhir Rp. 23.540.664.327,10    
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD 

 

6.1 Pembentukan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dasar 

pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Bontang adalah Dasar pembentukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang adalah Peraturan Daerah No. 2  tahun 2016  tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang. 

6.2 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan 

pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan pembantuan  Dinas 

Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 2 

(dua) kepala sub bagian dan 8 (delapan) kepala seksi, 2 (dua) UPT, dan kelompok Jabatan 

Fungsional  dengan perincian sebagai berikut : 

 Kepala Dinas 

 Sekretaris 

 Kepala Bidang Konservasi SDA & Pengkajian Dampak Lingkungan  

 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan  

 Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas & Penegakan Hukum Lingkungan 

 Kepala Bidang Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah 

 Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian 

 Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan 

 Kepala Seksi Konservasi SDA & Tata Lingkungan 

 Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 

 Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan  

 Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan  

 Kepala Seksi Pembinaan & Penegakan Hukum Lingkungan  

 Kepala Seksi Pengangkutan Sampah 

 Kepala Seksi Kemitraan & Pemanfaatan Sampah 

 Kepala UPT. Tempat Pemrosesan Akhir 

 Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan 

 Kepala TU UPT. Tempat Pemrosesan Akhir 

 Kepala TU UPT. Laboratorium Lingkungan 
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6.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas pokok Dinas  Lingkungan Hidup Kota Bontang berdasarkan Peraturan Walikota Bontang 

Nomor 48  Tahun  2016  tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup 

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas  Lingkungan Hidup Kota Bontang 

mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan & pelaporan program kerja dan kegiatan bidang lingkungan Hidup. 

b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan evaluasi & pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja & kegiatan bidang 

g. Pengorganisasian & pembinaan kepada bawahan. 

h. Pelaksanaan tugas - tugas lain. 

 

6.4 Susunan Kepegawaian dan Sarana 

1. Susunan Kepegawaian 

Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Kota Bontang sebanyak 47 

orang yang terdiri dari 5 orang golongan IV, 31 orang golongan III, 11 orang golongan II, 1 orang 

golongan I. 

2. Sarana  Dinas Lingkungan Hidup  Kota Bontang 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kantor milik Pemerintah Kota 

Bontang, inventaris kendaraan dinas roda empat 11 unit, roda dua 9 buah, peralatan monitoring 

dan laboratorium, sarana komputer dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut 

sebagian besar dalam kondisi baik, sehingga diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dapat disusun dan 

disajikan sehingga berguna bagi para Pengguna Laporan pada umumnya dan bermanfaat bagi 

Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Kota Bontang. 

 

 


